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Abstrak: Tulisen ini hendek menelaah tiga fal
terkait  dengan  perjanjion leasing,  yahu
kedudukan hukuwm perpompan [easing. hak opsi,
din tanggungiawab resike, jika dikeitkan dengan
norma ekonomi  Islam. Berdasarkan  teleahnye
penilis menegaskan bahwa: (1) penanjian leasing
dapat dibenarkan dan dipandang sah menurul
figh, karewa  perjanjian  leasing  merupakan
perpaduarn dari dua macam jents mu'amalah yang
aturanmya telah ditetapkan di dalam al-Qur'an
maupun al-Hadis yaitu perjanjian Jual beli dan
perjmmpian setiva menmyend. (2} hak opst dala
perjanjian [easing adalah tidak bertentangan dan
sesuat dengan  khewir, yactu bermasuk dalaon
kategori khiydr syarat dan; (3) Tanggung jawrab
atas ferjadinyn resiko dalam perfanfian leasing
frdak  bertembangan  dengan figh,  dan seg
fetfodimys wanprestess,  didasarkan pada
kewapibannya, wlah membayar uang sewa dan
beban  latmnya  sesuai  perjampian.  Dari segi
terjadinya kerusakan obyek lease pada operating
lease, sama hainya dengen fjdrah, dan dar segi
financial lease, didasarkan pada kesepakatan yang
telah mereka sepakatr.

Kata Kunci: Khiydr, [jarah, jual beli, sewn
e T e
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PENDAHULUAN

Salah satu produk Lembaga Keuangan Bukan Bank
(LEBB) vang kini marak hadir di tengah-tengah
masyarakat adalah penyediaan pembiayaan dengan
perjanjian leasimg.

Leasing dilihat dari satu sisi ia adalah sewa, tapi
dilihat dari sisi yang lain ia adalah beli, sehingga orang
sering mengistilahkan dengan sewa beli, vang tidak
dikenal dalam referensi figith konvensional.

Mu'amalah dalam Islam pada dasarnya mengenal
hak khiyir, namun dalam segala bentuknya tidak ada
yvang sepadan dengan hak opst dalam leasing (Finance
Lense).

Fenmomena leasing, hemat penulis menarik untuk
diteliti, karena masih ada vang belum jelas diketahui
secara teoritis tentang kedudokan perjanjian leasing,
penggunaan hak opsi pada akhir perjanjian dan
tanggung jawab pada perjanjian leasing.

Tulisan ini hendak menelaah tiga persoalan
berikut; (1) bagaimana tinjanan normatif ekonomi Islam
terhadap kedudukan hukum perjanjian leasing; (2)
Bagaimana tinjauan normatif ekonomi Islam terhadap
hak apsi dalam perjanjian Itms:'ng: (3 Bagaimana Hnjauan
normatif ekonomi Islam terhadap tanggung jawab
apabila terjadi resiko dalam perjanjian leasing.

TINJAUAN TERHADAFP KEDUDUKAN HUKUM
PERJAN]JIAN LEASING

Apabila dicermati dengan teliti, perjanjian
leasing merupakan perkembangan dari sewa menyewa
karena akad yang dilakukan pada awal perjanjian adalah
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akad sewa. Akan tetapi ia juga ada kecenderungan
dengan jual beli secara kredit atau angsuran, karena di
dalamnya terjadi pemindahan hak milik dari pihak
lessor (yang menyewakan) kepada pihak [essee (penyewa)
manakala lessee mempergunakan hak opsinya  unhik
membeli barang modal vang disewakan tersebut.Jika
tidak mempergunakan hak opsinya untuk membeli barang
modal tersebut diakhir perjanjian berdasarkan nilai sisa
yvang disepakati bersama, maka lessee mempunyai pilihan
lain yaitu memperpanjang masa kontrak untuk tahap kedua
ataupun mengembalikan barang tersebut kepada [essor.

Dalam hukum Islam, sewa menyewa itu dibagi
menjadi 2 macam, vaitu: (1) [jdrah muflagak, yaitu
proses yang biasa ditemui dalam  kegiatan
perekonomian  sehari-hari dengan  ketentuan:  a)
menyewa untuk jangka waktu; b) obyek sewa menyewa
adalah suatu proyvek/usaha tertentu; (2) ljarah muntafug b
al-tamlik yaitu fenis iifrah yang bertujuan memindahkan
kepemilikan asset yang disewa kepada penyewa. Dalam
kontrak i1 yang perlu dituangkan adalah sewa atau janji
menjual, sewa yvang mereka tentukan dalam ijdrah, harga
barang dalam transaksi jual dan kapan kepemilikan
dipindahkan.!

Menurut Sutan Remy Sjahdeindi, ijdrah (sewa
menyewa) secara global dibagi atas 2 macam vaitu
ijdrah dan ijdrah wa ighing’. Adapun perbedaan dari
kedua bentuk firah di atas adalah sebagai berikut: (1)
[jdrah biasa berarti lease kontrak dan juga Mire comtracl.
Dalam konteks perbankan Islam, ijdrah ini adalah lease

TMA, Aziz Muslin Bas Syaiban, Baok Spar'fal (Surabaya: 1p,
20041y, 28-26.
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contrgcl di bawah nama suatu bank atau lembaga
keuwangan menyewakan peralatan (equipment), sebuah
bangunan atau barang-barang seperti mesin, pesawat
terbang dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya
berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan
secara pasti sebelumnya.?; (2) [jdrah ta dgtime’ disebut
termend lease-purchase comdrnct apabila suatu perjanjian
leasing diselesaikan dengan cara pengalihan kepemilikan
asset ity kepada nasabah. [jdrah wa igtma’ merupakan
konsep hire-purchase yang oleh lembaga kevangan lslam
disebut lease purchase fingncing. Ijdrak wa igting’ adalah
suatu gabungan dari kegiatan leasing atas barang-barang
bergerak (moveble) dan barang-barang tidak bergerak
(inmoveble) dengan memberikan kepada penyewa (lesser)
suatu pilihan atau opsi (option) untuk pada akhirnya
membeli barang vang disewa. Berbeda dengan ipdrah,
pada akhir masa perjanjian kepemilikan atas barang
tersebut dapat beralih kepada penyewa (nasabah bank)
apabila nasabah bank yang bersangkutan menggunakan
hak opsinya untuk membeli barang itu. Namun, apabila
nasabah bank tidak menggunakan hak opsinya,
kepemilikan barang itu tetap berada di tangan bank.?
Kalan dilihat pembagian ifirah tersebut, dapat
ditarik suatu pengertian bahwasannya kegiatan leasing
itu mencakup kedua jenis ijirak di atas. Untuk perjanjian
leasing tanpa hak opst (operating lease), pada prinsipnya
sama dengan fdrah mutlageh (ijdreh biasa). Karena, pada

¢ Sun Remy Sjahdacini, Perbaoksn Islam dan Kedodokan
dafan Tats Hukem Perbankar lndonesis {Jakarta: PT. Pustaka Uiama
Grafind, 1995), 0.

1 Ibid., 71
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perjanjian leasing tanpa hak opsi (operating lease) penyewa
tidak mempunyvai hak opst untuk membeli barang modal
tersebut dan pihak penyewa hanya membayar sewa
biaya (rental) sesuai dengan perjanjian, tanpa diikubi
dengan pemilikan. Dengan demikian antara leasing
operating lease dengan ijdrah mutlagah (biasa) adalah
sama, karena sama-sama tidak memberikan hak opsi
kepada penyewa untuk membeli barang vang disewa.
Pada akhir masa perjanjian gdrah mutlagah (biasa) dan
gperating lease barang yvang disewa itu kembali kepada
pihak yang menyewakan barang.

Sedangkan ijdralt wa ighina” (rjdrah muntahia b al-
tamiik) pada dasarnya adalah sama dengan perjanjian
feasing dengan hak epsi (fingnceal lease) dilthat dart prinsip
dan pperasionalisasinya. TH dalam [easing financunl lease
diberikan suatu hak opsi atau hak pilih kepada penyewa,
untuk membeli barang-barang yang disewa,
memperpanjang masa kontrak ataupun mengembalikan
barang yang disewa. Apabila penyewa (lezser) dalam hal
ini mempergunakan hak opsinya di akhir perjanjian
untuk membeli barang vang disewa itu, maka hak
kepemilikan atas barang modal tersebut berpindah dan
tangan orang yang menyvewakan kepada penyewa, Kalau
tidak mempergunakan hak opsinya, maka kepemilikan
atas barang itu tetap pada [essor (orang atau pihak yang
menyewakan).

Dari alasan di atas, perjanjian leasing
diperbolehkan dan dipandang sah menurut hukum Islam
karena lessing tersebut merupakan perpaduan dari dua
macam jenis mu'amalah yang aturannya telah ditetapkan
dalam mu'amalah Islam yaitu jual beli dan sewa
menyewa.
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Di samping itu leasing juga telah memenuhi di
antara rukun dan syarat yang ada dalam jual beli dan
sewa menyewa yaitu: {1) ‘Aqd (orang yang mengadakan
perjanjian); (2} Ma'gud ‘alayh (sesuatu yang dijadikan
perjanjian); (3) Sighat (rfab dan gabul); (4) Mampu
mentasarufkan harta dengan baik.

Lebih dari itu, lembaga [easing telah banyak
membantu terpenuhinya kebutuhan yang tidak dapat
dibeli secara tunai, sehingga melakukan perjanjian leasing,
mereka mendapat suatu keringanan. Maka kiranya,
agamapun tidak melarang segala sesuatu yang dilakukan
umatnya, jika itu membawa maslahah dan demi
kesejahteraan umatnya.

Walaupun leasing merupakan perikatan yang
belum diatur di dalam figh Islam klasik, dengan
berpedoman kepada suatu prinsip syara’. yang
menyatakan bahwa tujuan daripada hukum syara’
adalah kemaslahatan umat manusia dan kesejahteraan,
maka perjanjian leasing dibolehkan dalam hukum lslam
Hal ini sesuai denean kaidah ushul fiah:

fomally Dl e bl pod G Goall dlelally 3 giall 3 oYl

Artinya: “Pokok hukum terhadap akad dan mu'amalsh celeh:
Sah sehingga ada dalil yang membatalkannya dan
mengharamkannya” 4

Mengenai ketentuan-ketentuan pokok dalam figh
bahwasanya tata cara jual beli adalah dengan tunai,
yaitu pembayarannya dilakukan pada saat telah
terjadinya kesepakatan kedua belah pihak untuk
mengikatkan diri dalam suatu akad jual beli, hal ini

4 Hashi as-Shiddiqi, Pesgantar Hukwum [fslam I (Jakarta: Balan
Bintang, 19807, 133,
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berbeda dengan leasing. Karena, di dalam leasing
pembayarannya dilakukan secara berangsur dan hampir
sama dengan pembayaran dengan sistem kredit,
meskipun dalam beberapa hal berbeda dengan kredit.

Jual beli dengan cara kredit adalah suatu
pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang yang
mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan
secara berangsur. Besarnya angsuran sesuai  dengan
tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah
pihak {penjual dan pembeli).

Dalam masalah ini ulama berbeda pendapal
mengenﬂd pﬂ-mha}raraﬂ yang dilakukan dengan
angsuran,/sistem kredit. Adapun intisari pendapat
mereka secara umum dapat dibagi menjadi 2, yaitu: (1)
Fembelian dengan kredit tidak sesuai dengan ketentuan
syari'at Islam (dilarang), dan mereka keberatan adanya,
dan; (2) Pembelian dengan kredit adalah dibolehkan, dan
mereka tidak keberatan adanya.

Mengenai persoalan ini, ulama yang keberatan
dengan praktek jual beli dengan kredit ini, ulama yang
bermadzab Hanafi dan Syafi'i. Mereka berpendapat
bahwa pembeli dengan kredit ini sebagai riba nasi‘ah,
yaitu berwujud tambahan yang diberikan kepada pihak
debitur (orang yang berhutang), dan tentunya hal ini
sangat memberatkan bagi pihak yang berhutangs,
karena mengandung tiga unsur, yaitu: (1) Kelebihan
pokok pinjaman; (2) Kelebihan pembayaran sebagai

§ Chairuman Paswriby dam Suheawardi K. Lubis, Aok
Perpangian dalam Tslam (Jakane: Sinae Grafika, 1994), 51,



35 Justitia Islamica, Vol 2iNo. 2iJuli-Des 2005

imbalan  tempo pembayaran; (3) Kelebihan jumlah
tambahan disyaratkan di dalam transaksi.*

Sedangkan ulama yang menyatakan bahwa
pembelian dengan kredit dibolehkan antara lain sepert
Imam Thawus, al-Hakam dan Hamdad, demikian juga
Yusuf al-Cardhawi dan juga kebanyakan ulama, asalkan
saja perbedaan tunai dengan harga kredit tersebut tidak
terlalu jauh sehingga memberatkan si debviur?

Hal senada juga diungkapkan oleh A. Hasan yang
mensitir kesimpulan dari penulis Subulussalam dan
Mailul Awthir bahwa ulama telah sepakat (ijma’)
membolehkan jual beli benda-benda ribauwd  yang
berlainan jenis dengan bertempo yakni Hdak tunai.?

Di samping itu ulama yang membolehkan juga
beralasan pada kaidah ushul figh yang berbunyi:

e e bl Jay e a2 3 Lt

Artinya : “Hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga
terdapat bukt! yang mengharamkan™ *

Dalam masalah tentang boleh/tidaknya jual beli
bertempo dengan adanya tambahan harga, maka dalam
hal ini penulis sepakat pada pendapat yang
membolehkan sistem kredit dengan catatan: (1)
Bunganya tidak berlipat ganda; (2) Manfaatnya lebih
besar dari madharatnya; (3) Kredit/ pembayaran dengan
cara angsuran dibutuhkan untuk menutup kebutuhan

+ Abu Swra'i Abdul Hadi, Somgs Sank daler falem, jer. M
Thatlib (Surabaya: al-Tkhias, 193], 22 - 2},

T Chairuman Pasarbu dan Subrawardi K Lohis, MNokoem
Perfangian, 51.

* Hamzah Ya'kubk, Keode Lok Dageng Meswrur Jslam
{Bandung: CV. Diponcgore, 1992), 182,

¥ Muhlish Usman, Kardab-kaidaki Cshulival das Fighiyal
u-hrtl_' FT. Baja Grafindo Pereada, 1994), 119.
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vang tidak terpenuhi dengan cara tunai; (4) Memberikan
kemudahan bagi orang-orang yang membutuhkan
barang modal akan tetapi tidak mampu membayar
secara tunai; (5) Pengembaliannya tidak memberatkan
pembeli; (8) Tidak termasuk jual beli yang dikategorikan
mengandung riba dan tidak ada halangan untuk
dilakukan.

Mengenai ketentuan harga dan nilai sisa, di dalam
perjanjian leasmg, melipoti 3 hal vaitu: (1) Harga; (2)
Bunga; (3) Nilai sisa/ keuntungan pihak lessor.

Milai sisa yang ditanggung oleh lessee, diartikan
sebagai keuntungan bagi pihak lessor, karena leasing
vang terjadi di sini adalah bertujuan untuk menjual
barang modal dengan cara cicilan/sewa guna usaha.

Dalam leasing terdapat unsur bunga/tambahan
harga karena perusahaan leasing (leasing company) itu
memperoleh biaya/dana pinjaman bank. Dalam kegiatan
leasing diperlukan dana yang besar dalam proses
berjalannya dan  berproduksinya usaha  untuk
pengadaan barang modal. Mau tHdak mau leasing
compary  harus  berhubungan  dengan  bank
konvensional yang memberlakukan sistem bunga.

Persoalan mengenai bunga bank banyak disoroti
oleh wlama Islam baik yang klasik maupun
kontemporer dan juga oleh para pengamat perbankan.
Oleh karena dalam hal ini penulis mencoba mengambil
pendapat yang terkuat yang disesuaikan dengan tujuan
penetapan hukum itu sendiri.

Leasing company (perusahaan [easing) ini
mengambil pinjaman dari bank adalah karena besarnya
dana untuk pemenuhan target barang-barang modal
yvang harus disediakan, Oleh karena itu, tanpa
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memperoleh kredit dari bank niscaya segala operasional
perusahaan tidak dapat dijalankan. Sehingga perusahaan
leasing ini harus bernegosiasi dengan bank yang
memberlakukan sistem bunga untuk mendapatkan
kucuran dana tersebut.

Sedangkan tingkat bunga yvang umum digunakan
dalam perhitungan pembayaran leasing adalah tingkat
bunga efektif yvang ditetapkan oleh lessor yang dihitung
berdasarkan besarnya biaya dana ditambah dengan
tingkat keuntungan yvang diinginkan lessor. Biaya dana
lessor  dihitung berdasarkan tingkat bunga yang
diberikan oleh pihak bank,

Kalau dilihat dari konteks sekarang ini, seperti umat
Islam hampir tidak bisa menghindarkan diri dari
bermu’amalah  dengan bank konvensional yang
memberlakukan sistem bunga dalam segala aspek
kehidupannya. Salah satu contoh adalah perusahaan leasing
vang memperoleh dana dari bank konvensional. Tanpa ada
jasa bank tersebut, maka perusahaan tidak dapat berjalan dan
beroperasi, yang sebenarnya tujuan perusahaan it adalah
mulia, yaitu membantu pengusaha-pengusaha tingkat
menengah ke bawah yang membutuhkan barang-barang
modal untuk berproduksi yang pembayarannya dengan
cicilan/ angsuran yang ringan dan dalam tempo (jangka
waktu) yang lama.

Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa, guru besar
hukum Islam dan hukum Perdata Universitas Syria,
bahwa sistern perbankan yang ada sekarang ini, sebagai
realitas vang tak dapat dihindari, karema itu umat
Islam boleh bermu’amalah dengan bank konvensional
itu atas pertimbangan keadaan dharurat, dan bersifat
sementara, sebab umat Islam harus berusaha mencari jalan
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keluar dengan mendirikan bank tanpa sistem bunga
demi menyelamatkan umat Islam dari cengkeraman

bunga bank.W
Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul figh,
vaitu:
il glastl 5 d )y el
Artinya: "Kemudharatan ity membolehkan  larangan-
ltrangan™.

Jadi, dengan melihat alasan-alasan di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa perjanjian leasing itu adalah
sah menurut figh, karena merupakan perpaduan antara
dua jenis mu’amalah, yaitu jual beli dan sewa menyewa,
yvang mana telah diatur dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.
DM samping itu bila dilihat dari macam-macam leasing
sama dengan pembagian dalam ijdrah,

TINJAUAN TERHADAF HAK OPSI DALAM
PERJAN]JIAN LEASING

Pada prinsipnya antara opsi dalam perjanjian
leasing dan hak kiiwir dalam jual beli mempunyai
keterkaitan yang sangat erat sekali dan mempunyai
kesamaan dalam hal pemindahan kepemilikan. Walaupun
secara prinsipal kedua hak itu adalah sama akan tetapi
kalau dilihat dari sebab munculnya hak opsi dan hak
khiyir adalah berbeda. Hak opsi dalam leasing pada
awalnya adalah terkait :Iengan perjanjian jual beli.

B Magifuk Fubdi, Maesad Faghieak (Jakara: PT. Toko Guaung
Agung, 1907, 112-113,

I Mukhiae Yabya dam Fachur Rabman, Dasar-desar
Pemrbinaan Hokwm Frgh felams (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993},
E11.
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Menurat  ulama  figh, seseorang  boleh
memindahtangankan haknya kepada orang lain sesuai
dengan cara-cara yang disyaratkan Islam, baik yang
menyangkut kehartabendaan seperti melalui jual beli
dan hutang, maupun hak yang bukan kehartabendaan,
seperti hak perwalian terhadap anak kecil. Sebab-sebab
pemindahan hak yang disyaratkan [slam itu cukup
banyak seperti melalui suatu akad (transaksi) melalui
pengalihan hutang {(al-fywidlak) dan disebabkan wafatnya
seseorang. 't

Dilihat dari tujuan dan pelaksanaan hak opsi dalam
leasing akan tergambar bahwasanya hak opsi (hak pilih)
dari pihak [essee untuk membeli barang ataupun
memperpanjang kontrak sewaktu perjanjian itu berakhir
telah diperjanjikan sejak semuola, namun untuk
pelaksanaannya nanti masih diperlukan suatu perbuatan
hukum yang tersendiri, oleh karena sejak semula yang
diperjanjikan itu adalah pengikatan untuk dapat membeli
barang vang dileasedkan itu berdasarkan nilai sisa yang
disepakati.

Jadi, dengan perkataan lain, bahwa dengan
menyatekan saja akan mempergunakan hak opsinya
untuk membeli barang yang dileasedkan itu, hak
kepemilikan atas barang itu belumlah dengan sendirinya
berpindah Déari lessor kepada iessee walaupun barang-
barang itu telah bertahun-tahun lamanya berada dalam
pengurusannya dan dipergunakan dalam perushaannya

Untuk hak kepemilikan itu perlu diadakan lagi suatu
transaksi tersendiri yaitu perjanjian jual beli antara pihak

0 Maprun Hareen, Figh Mbe'smalal (Jakama: Gays Media
Fratama, 20007, 15,



Syamsul, Tinjsuan Normalif..., 43

lessor  dengan  pihak lessee  sebagaimana yang lazim
dilaksanakan dalam suatu perjanjian jual beli. Jika harga
barang itu telah dilunasi pada [escor sesuai dengan
perjanjian, sejak saat itulah lessee menjadi pemalik barang
ifu,

Dengan melihat pelaksanaan hak opst  dalam
perjanjian leasing terlihat ada kesamaannya dengan hak
khiyidr dalam transaksi jual beli di mana hak opsi dan hak
kfuyir adalah merupakan hak yang dimiliki oleh pihak-
pihak  vang melakukan transaksi (akad) untuk
melangsungkan atau membatalkan transaksi,

Sebagaimana diketahni hak opsi dalam perjanjian
leasing adalah merupakan hak pilih untuk membeli
barang seharga nilai sisanya, mengembalikan barang
tersebut kepada lessor atau juga mengadakan
perjanjian [easing lagi untuk tahap yang kedua atas
barang yang sama.

Jadi, pengertian hak opsi dalam perjanjian leasing
di atas sesuai dengan pengertian hak khiyir menurut
para ulama fiah, vaitu:
iy Wihaaa] pde g ddall plial L) adlazall OS5 O

Artinya: “Hak pilth bagi seloh satu atau kedua belah pihak
yang disepakatl sesual demgan komdisi masing-
masing pihak yang melaksanakan transaksi unfuk
melangsungkan atau membatalkan fransaksy 13

Di samping pengertian hak opsi dalam perjanjian
leasing dan  hak khiyir dalam jual beli terdapat
kesesuaian dan kesamaan kalaw dicermati lebih jauh

U Wahbab al-Zuhails, ASFigh a-filam, 519,
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maka hak opsi dalam perjanjian leasing adalah
merupakan salah satu bagian atau bentuk Déripada
khiyir.

Telah dijelaskan di atas bahwasanya hak ops:
dalam leasing itu diberikan lessor kepada pihak lesser
dengan ketentuan dilaksanakan pada akhir masa
perjanjian leasing. Atau dengan kata lain pemakaian hak
opsi tersebut dibatasi oleh jangka waktu tertentu, jangka
waktu kontrak leasing secara teoritis, dikaitkan dengan
jangka waktu kegunaan ekonomis atau manfaat barang
modal tersebut. Jangka waktu vang umum dilakukan
di Indonesia berkisar antara 2 tahun sampai dengan 5
tahun. Semakin lama jangka waktu ini semakin rendah
pula pembayaran sewa.

Maksud  diberikan jangka waktuo untuk
menggunakan hak opsi adalah memberikan kelonggaran
dan kesempatan untuk mencicil harga barang modal
tersebut  dengan pembayaran harga sewa dengan
angsuran, sehingga apabila jangka wakiu perjanjian
leasing telah berakhir, pihak lessee tidak akan keberatan
untuk membeli barang karena nilainya sudah menyusut
disebabkan telah diangsur beberapa kali.

Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam
surat al-Bagarah ayat 280 vang berbunyi:

dgalai & 0L | o Vyhbaal Oly & pmee J) 3 2 5 s 43 OUS D)y
Artinya: "Dan jika {orang berhutang itu) dalam kesukaran,
maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan,
dan menyedekahkan {sebagion alau semua hutang

itu) lebih baik bagimu, jike kamu mengetahu™ ™

Penggunaan hak opsi dalam leasing di akhir
perjanjian dengan memberikan jangka waktu yang

W Al Bagarah (2): 28
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cukup untuk mengangsur bagi lessee adalah untuk
kemaslahatan bagi pihak lessor dan lessee di mana
mereka bekerja sama untuk saling menolong, bantu
membantu  dan  bekerja sama untuk saling
menguntungkan dalam melaksanakan proses produksi
yang tentunya hasil-hasil produksi tersebut akan
didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan
barang-barang jadi itu. Sehingga akan terlihal suatu
mata rantal vang saling terkait dalam proses berproduksi
vang salah satu unsurnya yaitu faktor barang-barang
modal.

Dengan  demikian, penyediaan barang-barang
modal oleh leasing company memberikan andil yvang
cukup besar dalam rangka pemenuhan  kebutuhan
masyarakat akan barang-barang yang dihasilkan oleh
proses produksi vang memakai barang modal dar
perusahaan leasing.

Kalau diperhatikan bahwasanya dengan
diberikannya jangka waktu atau tempo untuk
menggunakan hak opsi bagi lessee vaitu pada akhir masa
perjanjian leasing telah diberikan gambaran yang sama
dengan pelaksanaan hak kmydr utamanya dengan khiydr
Eyarat

Hal ini diperkuat dengan pengertian khiydr syarat
vang dikemukakan oleh Nasrun Haroen. Menurutnya,
kfiydr syaraf adalah hak pilih vang ditetapkan bagi salah
satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang
lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli
selama masih dalam tenggang waktu vang ditentukan.’s

U Masran Haroon, Frgh Mo'smalal, 132,
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Hak opsi dalam perjanjian leasing dan khiyir syarat
dalam jual beli pada dasarnya adalah sama. Oleh karena
itu, terdapat kesesuatan atau kecocokan antara aturan
yvang terdapat dalam syari'at Islam dengan aturan vang
ada di dalam perjanjian leasing.

Diperbelehkannya khiydr syerat maupon hak opsi
dalam sebuah transaksi didasarkan pada alasan untuk
memelihara hak pembeli dari unsur penipuan vang
mungkin terjadi.

Mengenai penggunaan hak ops: diberi tenggang
waktu sampai pada akhir masa perjanjian leasing, sebuah
tenggang waktu yang lebih panjang dari tenggang waktu
vang ada dalam khiydr syarat vaitu 3 hari, hal ini tidak
bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di dalam
khiyir syarat. Karena, batas waktu paling lama 3 hari
dalam kiuyidr syarat masih diperselisihkan.

Menurut Imam Ahmad, yang penting ialah jangka
waktu itu harus jelas (ma'lim) dan tidak ada
pembatasan. Boleh saja menentukan scbulan atau
setahun. Yang tidak sah apabila tengpgang waktu itu
tidak dinyatakan dengan terang (majhail).'s

Pendapat tersebut juga didukung Abd Yusuf dan
Muhammad Ibn al-Hasan As-Shaybani. Kedua sahabat
Abu Hanifah dan ulama Hanabillah berpendapat bahwa
tenggang waktu dalam khiydr syarat itu terserah pada
kesepakatan kedua belah pihak yang jual beli, sekalipun
lebih dari tiga hari. Alasan mereka, Fkhiypir it
diisyaratkan sebagai kelegaan hati kedua belah pihak

I Hamzah Ya'kub, Rode Bk, 105,
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dan boleh dimusyawarahkan, apabila tiga hari tidak

memadai bagi mereka. 7

Dengan demikian tidak ada pertentangan
mengenai batas atau tenggang waktu antara hak opsi
dengan hak khiydr syaral, Karena dalam pelaksanaan hak
apsi jangka waktu telah ditentukan dengan jelas yaitu
pada akhir masa perjanjian lessing, sehingga dari
penjelasan di atas dapat diketahui bahwasanya ada
keserasian dan kecocokan antara hukum dalam Islam
dengan aturan hukum dalam perjanjian leasing.

TINJAUAN TERHADATF TANGGUNG JAWAR BILA
TERJADI RESIKO

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan
terdahulu bahwa pertanggungjawaban bila terjadi resiko
dalam perjanjian leasing, baik terjadinya wanprestas: atan
ingkar janji yang dilakukan oleh pihak [lesser dan
terjadinya kerusakan, hilang, musnah atan tidak
berfungsinya barang yang dijadikan obyek leasing, hal
tersebut sudah ditentukan dalam isi perjanjian leasing
yvang mereka sepakati bersama. Dalam isi perjanjian
leasing itu menurut Pengumuman Direktur Jenderal
Moneter Momor Pang-307/DIM/IIL1/7/1994, sedikit-
dikitnya memuat keterangan mengenai: (1) Obyek
perjanjian financial lease; (2) Jangka waktu financial lease;
(3) Harga sewa dan cara pembayarannya; {4) Kewajiban
perpajakan; (5) Penutupan asuransl; (5) Perawatan
barang; (6) Akibat kejadian kelalaian; (7) Penggantian
dalam hak barang atau rusak.™®

" Magrun Hamen, Frgh Muamafah, 133134,
® Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggzal, Aspek
Frridis dafam Leasiog (Jakarta: Rineka If"_.{p;n, 1947, 15.



48 Justitia islamica, Vol 2/No. 2/Juli-Des 2005

Untuk perjanjian pertanggungan dalam hal terjadi
wanprestasi  akibat  kelalaian  lessey, dalam  hal
pembayaran uvang sewa atau pembayaran lainnya yang
sudah menjadi kewajiban lessee, lessor memberikan sanksi
fessee untuk membayar ganti rugi  atas tindakan
wanprestasi, di antaranva memba}rar UANE SEWa Yang
belum terbayar, denda yang belum terbayar dan
ditambah bunganya.

Berdasarkan ketentuan dalam fdrah, jika orang
yang menyewakan {(mu’ajjir) menyerahkan 'ayn kepada
orang yvang menyewa (musta‘jir), ia berhak menerima
bayaran selurnhnya. Karema, si penyewa sudah
memiliki manfaat dengan sistem (jfrah. Jika akad ijdrah
sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai
penerimaan  bayaran dan tidak ada ketentuan
menangguhkannya, menurat Abu Hanifah dan Malik,
wajib diserahkan secara angsuran, sesuai dengan
manfaat yang diterima. Menurut Syafi'i dan Ahmad,
sesungguhnya ja berhak sesuai dengan akad it
sendiri ¥

Dengan melihat kewajiban-kewajiban penyewa di
antaranya adalah, menikmati manfaat dari barang-
barang yang disewa dan membayar harga sewa pada
waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian yang
mereka sepakati, maka menurut penulis pemberian
tanggung jawab kepada lessee yang melakukan
wanprestasi oleh lessor sudah sesuai dengan ketentuan
figh, karena orang yang menyewakan mempunyai hak
untuk memperoleh vang sewa atau gantl rugi atas

1 Sayyid Sabig, Fighus Sunnal (Beiour D al-Filer, 1992), 26—
7.
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kerugian  yang  diakibatkan oleh  penyewa.

Sebagaimana sabda Nabi:

JB 2 JU e B e e ol e ke o ) s B

{-.i‘,t-._.il.édil ek H_l,.-I sl ",.J“'"'i] L g asie EIUL;EI,JJ,...J

Artinya : "Telah nmeriwayatkan kepeda kawn Abdurrahman
b Zard  ibmu Aslama  dari ayahnya  dar
Abdullah thnu Umara berkala, Rasulullah 5AW
hersabda: berikan olchmu upah orang  sewaan
sehelim keringatnyd kering” .2

Dalam pertanggungjawaban atas resiko
kehilangan, kerusakan atau ketidakfungsian dari obyek
fease, pada operating lesse pada wmumnya menjadi
tanggung jawab lessor. Karena perusahaan leasing (lessor)
sangal berkepentingan terhadap keutuhan dan tetap
berfungsinya barang modal maka biaya asuransi,
pemeliharaan dan lain-lainnya menjadi tangpung jawab
lessor. Akan tetapi kalau kerusakan obyek itu disebabkan
oleh kelalaian sendiri oleh penyewa (lessed) maka tanggung
jawab atas resiko obyek leasing menjadi tanggung jawab
lessee (penvewa), dan biasanya hal ini dimasukkan dalam
perjanjian,

CHeh karena  adanya kesamaan-kesamaan
pertanggung jawaban dalam gperating lease dengan ijdrah,
vang mana dalam fjdrah yang bertanggung jawab atas
kerusakan obyek idrah adalah pemilik barang, kecuali
kerusakan itu disebabkan akibat perbuatan penyewa
dengan sengaja, maka penulis menyimpulkan bahwa
tanggung jawab atas kerusakan, kehilangan dan
ketidakfungsian barang dalam leasing menjadi

B Thnu Majjab, Suman fhoe Majfeh [T (Beirut: Dic al- Fikr,
i) 210
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tanggung jawab lessor. Akan tetapi, kalau diakibatkan
perbuatan lessee dengan sengaja, tanggung jawab akan
berpindah pada lessee. Dleh karena itu,
pertanggungjawaban pada operating  lease sah  dan
dibenarkan  dalam  figh, karena sesuai  dengan
pertanggung jawaban dalam gjdrah.

Akan tetapl dalam financial lease, segala resiko
barang yang disewakan baik meliputi, penurunan harga
barang, kerusakan, kehilangan dan ketidakfungsian
barang obyek lease, adalah menjadi tangpung jawab lesser,
karena  perusahaan [Ieasing hanya semata-mata
berkepentingan terhadap investasi atas barang modal dan
karena dianggap sebagal transaksi pembayaran, hingga
pendapatan yang dihasilkan berupa selisih bunga yvang
dibebankan dengan biaya pendanaan.

Dan  juga dalam financial lease, lesser  akan
mempergunakan hak opsinya ontuk membeli obyek
[ease di akhir masa perjanfian leasing, Maka dari segi
fungsi barang modal, kepentingan perusahaan leasing
tidak sebesar pada operating lease, karena itu biaya
asuransi, pemeliharaan dan lain-lain akan menjadi
tanggung jawab penyewa guna usaha (lessee), karena ada
suatu tendensi bila lessor juga yang menanggung resiko
barang/obyek, maka hal itu tidak farr. Oleh karena itu,
dalam fimancial lease dibuat kesepakatan dalam
perjanjian leasing, pihak [essee untuk menanggung
segala resiko ekonomis barang.

Dalam [leasing tidak ada ketentuan khusus
mengenai pertanggungjawaban atas resiko kerusakan,
kehilangan atau ketidakfungsian obyek [lease untuk
dibebankan kepada siapa, tetapi pada umumnya dalam



Syamsul, Tinjauvan Normatif ... 51

perjanjian leasing didasarkan pada kesepakatan yang
mereka sepakati dalam perjanjian.

Dalam kaitannya dengan hal ini, lessee bertanggung
jawab wuntuk mengganti kerugian atas kerusakan,
kehilangan dan ketidakfungsian obyek leasing, jika
memang antara [essee dan  lessor  tidak  membuat
kesepakatan, bahwa lessee harus menanggung segala
resiko ekonomi barang,

Hal di atas sesuai dengan kaidah ushul figh vaitu:

Ailazlly ole 2l Lo azmsi - Lacl! Lo ddadl 3 s

Artinya: “Hukum pokok pada gked odalafr kereloan kedua
belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya
apa  yang saling ditembukan  dalem  aked
fersebul”. 2

Dengan  demikian menurut  penulis bahwa,
pertanggungjawaban atas segala resiko kerusakan,
kehilangan atau tdak fungsinya. dibebankan kepada
lessee dapat dibenarkan menurut figh berdasarkan kaidah
di atas yang didasarkan atas kesepakatan masing-masing
pihak yang disepakati dalam perjanjian.

Apabila pertanggungjawaban resiko tersebut
dibebankan kepada lessor adalah tidak adil, karena
dalam financial lease diakhir perjanjian lessee akan
menggunakan hak opsi untek membeli obyek lease
tersebut, dan obyek tersebut akan menjadi hak milik
lessee. Oleh karena itu, Islam membenci ketidakadilan,
dan selalu menuntut umatnya untuk berbuat adil
sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Mahl

ayat 90:

n Muhlish Usman, Kaidah-kaidak, 84,
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bl e gy o AN g8 slady DLyl Jaddly L i o)

Gy (Sl Slaa adlly Sy

Artinya: "Sesungguhmya Allah SWT menyuruh kamu berlaky

adil dan berbual kebajikan kepada kaum kerabat

dan Allah SWT melarang Ddrl perbuatan keji,

kemungkaran  dam  permusuhan, din membert

pengajaran kepadomu agar kamu dapat mengambil
pelajaran™ 22

Setelah Jessee mengpgunakan hak opsinya dan telah
melakukan transaksi jual beli dengan lessor, maka hak
milik  berpindah kepada lessee.  Sesuai  dengan
pertanggungjawaban resiko dalam jual beli, setelah
barang diserahterimakan, maka akan menjadi
tanggung jawab pembeli. Begitu pula dengan [essee
yvang telah menggunakan hak opsinya dengan membeli
obyek less¢, maka tanggung jawab atas segala
resikonya adalah tanggung jawab lessee.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah
disebutkan kiranya apa yang dilakukan dalasm
perjanjian leasing dalam hal tanggung jawab atas resiko
yang terjadi pada obyek leasing tidak bertentangan dengan
figh kecuali diberlakukannya bunga,

PENUTUP
Dﬁ;i uraian  yang telah diketengahkan dapat
disimpulkan sebagai berikuat:

Fada prinsipnya perjanjian dan kegiatan leasing
dapat dibenarkan dan dipandang sah

g sah menurut figh,

karena pada dasarnya perja njian  leasing tersebut
merupakan perpaduan dari dua macam jenis mu"amalah

T AL Nahl (16): B0
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yang aturannya telah ditetapkan di dalam al-Qur'an
maupun al-Hadis vyaitu perjanjian jual beli dan
perjanjiam sewa menyewa,

Ditinjau dari figh, hak opsi dalam perjanjian leasing
adalah tidak bertentangan dengan kitydr, karena hak opsi
dalam  leasing adalah merupakan bagian/bentuk
Déaripada klhiydr dalam jual beli yaitu termasuk dalam
kategori khnyir syarat,

Walauvpun mengenal tenggang waktunya, khiydr
syaratl terdapat perbedaan pendapat, yaitu menurut Syafi'i
dan Hanafi tenggang waktu khiyir sywrat tiga hari tidak
boleh lebih atau kurang, dan menurut Imam Malik tidak
ada batasan, melainkan didasarkan pada macam-macam
barang dan juga menurut Imam Ahmad tidak ada
batasan, yang penting waktu itu harus jelas. Pendapat
itu juga didukung oleh Abu Yusuf dan Muhammad
ibn al-Hasan al-Shaybani, bahwa tenggang waktu ilu
terserah pada kesepakatan. Dengan mengambil pendapat
yang terbanyak, maka tenggang waktu leasing dan khiydr
syaral tidak bertentangan;

Tanggung jawab atas terjadinya resiko dalam
perjanjian leasing tidak bertentangan dengan figh, yaitu
kalau ditinjau dari terjadinya wanprestes;, didasarkan pada
kewajibannya, ialah membayar uang sewa dan beban
lainnya sesuai perjanjian. Bila dari segi terjadinya
kerusakan obyek lease pada operating lease, sama halnya
dengan idrah, dan dari segi financial lease, didasarkan
pada kesepakatan yang telah mereka sepakati.
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